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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 18 menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi pelaku
tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu
perwujudan untuk perlimdungan hak asasi manusia untuk mendapatkan haknya. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 23 ayat 1 menyebutkan pada setiap tingkat pemeriksaan anak pelaku wajib mendapatkan
bantuan hukum dan di dampingi petugas kemsyarakatan. Meskipun demikian dalam kenyataannya masih ada anak dalam
pemeriksaan tidak di dampingi penasehat hukum.  
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanfaktor-faktor penyebab anak pelaku tindak pidana wajib mendapatkan bantuan hukum
dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian
bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.
Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan(library research) dan penelitian lapangan (fieldresearch). Penelitian
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks
dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan
mewawancarai responden dan informan.
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa dalampelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk anak pelaku tindak pidana yang diwajibkan
undang-undang karena mengingat beberapa faktor dari anak yaitu faktor usia anak, faktor perlindungan anak, dan faktor belum
mengerti akan hukum. Upaya-upaya yang dilakukan hakim meminta advokat dan petugas kemasyarakatan agar selalu hadir setiap
pemeriksaan dan advokat menjembatani, melakukan perlindungan hukum dan bekerjasama dengan penyidik dalam upaya
pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku dan hambatannya ada penyidik yang memperlambat hadirnya advokat dan
pendamping juga masih ada orang tua anak pelaku cenderung tidak mengerti hak-hak untuk memperoleh bantuan hukum. 
Disarankan kepada DPR dan Kementrian Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan terhadap pihak yang melakukan
pemeriksaan terhadap anak, dan juga terhadap pihak yang tidak menjalankan aturan DPR perlu membuatkan aturan yang
memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan untuk proses pemeriksaan anak.
